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BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab II di atas, maka Penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) pada masa 

Pandemi Covid-19 belum sesuai dengan amanat Undang-Undang 

karena pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan sempat 

ditiadakan selama kurang lebih 8 bulan pada tahun 2020. Selain itu, 

dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan pada 

umumnya, yaitu di luar kendala Covid-19 juga belum dapat 

melaksanakan ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana karena terkendala kurangnya anggota 

Hakim Pengawas dan Pengamat sehingga menyebabkan sulitnya 

mengalokasikan waktu. Oleh karena itu pelaksanaan tugas 

Pengawasan dan Pengamatan masih perlu dilakukan peningkatan dan 

dioptimalkan lagi. Terkait dampak dari Pelaksanaan tugas 

Pengawasan dan Pengamatan, pelaksanaan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan memiliki hasil akhir berupa laporan pelaksanaan yang 

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri hanya sebatas menjadi 

bahan evaluasi sehingga tidak ada dampak signifikan yang dapat 
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mempengaruhi penjatuhan putusan sehingga manfaat pelaksanaan 

tugas Pengawasan dan Pengamatan tidak lebih dari sebatas 

memberikan perhatian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang 

terpilih untuk mengikuti pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan 

sebagai narasumber, serta sebagai formalitas memenuhi amanat 

Undang-Undang saja. 

2. Pada masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan memang sempat ditiadakan karena terhalang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi sejak bulan Desember 2020 

hingga saat ini pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan sudah 

berjalan seperti semula meski tetap mengikuti protokol kesehatan. 

Sedangkan untuk pembinaan narapidana di dalam lingkungan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tetap 

dapat berjalan selama masa Pandemi Covid-19 meski ada beberapa 

kegiatan pembinaan yang tidak dapat dilakukan, terutama yang 

diadakan oleh pihak ketiga dengan jumlah pihak yang banyak. Dalam 

hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kendala yang 

mempengaruhi baik untuk pelaksanaan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan maupun pembinaan narapidana di dalam lingkungan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yaitu 

protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-

19. Kendala lain yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat 

adalah sulitnya mengalokasikan waktu antara pelaksanaan tugas 
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Pengawasan dan Pengamatan yang sejatinya diamanatkan dilakukan 

setiap 3 bulan sekali karena Hakim Pengawas dan Pengamat juga 

melaksanakan kewajiban sebagai hakim yang memeriksa, 

menyidangkan, dan memutus perkara di dalam pengadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa 

saran yang dapat Penulis berikan sebagai berikut : 

1. Dalam hal pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan yang 

dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, saran Penulis adalah 

supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan dapat lebih 

optimal dan dapat mengakomodir lebih banyak Warga Binaan 

Pemasyarakatan dengan checking on the spot yang dapat dilakukan 

secara lebih sering dan dengan menunjuk responden Warga Binaan 

yang lebih banyak di setiap lembaga pemasyarakatan yang ada di 

dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain itu, 

supaya laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan dapat 

menjadi bahan pembelajaran yang disosialisasikan atau dibahas untuk 

para hakim supaya dapat lebih matang dan lebih memperhatikan 

keadilan atas putusan yang dijatuhkan bagi seseorang.  

2. Supaya protokol kesehatan tetap dijalankan agar tidak terjadi lonjakan 

pasien yang terinfeksi penyakit akibat Pandemi Covid-19 dan 

penyakit-penyakit menular lain yang dapat mengakibatkan 

diperketatnya akses ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga 
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menyebabkan ditiadakannya pelaksanaan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan. Penulis juga menyarankan supaya ditunjuk lebih dari 1 

(satu) Hakim Pengawas dan Pengamat setiap tahun anggarannya agar 

Hakim Pengawas dan Pengamat yang juga melaksanakan kewajiban 

sebagai hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara 

di dalam pengadilan tidak berbenturan waktu atau kesulitan 

mengalokasikan waktu untuk melaksanakan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan 

dapat dilakukan lebih sering. Selain itu, Penulis menyarankan supaya 

dapat digunakan fasilitas atau sarana penunjang berbasis teknologi 

komunikasi, yakni supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan 

Pengamatan dapat tetap dilaksanakan meski sedang ada Pandemi 

Covid-19 secara daring (online) melalui aplikasi video call seperti 

Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, dan sebagainya. 

Dengan demikian maka kendala seperti Pandemi Covid-19 tidak akan 

meniadakan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1. Foto Kegiatan Wasmat tanggal 3 Desember 2021 di Lapas 

Wirogunan 

 

Gambar 2. Foto Wasmat 3 Desember 2021 bersama Ibu Rike Simballago, S.H. 

selaku Panitera (Tengah kiri), Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. 

selaku Hakim Wasmat (Tengah kanan), dan Staf Administrasi 

Pendataan Narapidana Lapas Wirogunan (Kanan) 
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Gambar 3. Wawancara Narapidana di Lapas Wirogunan tanggal 11 April 2022 

 

Gambar 4. Wawancara Narapidana di Lapas Wirogunan tanggal 14 April 2022 

 



 

 

61 
 

61 
 

Gambar 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Lapas Wirogunan 
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Gambar 6. Foto bersama Bapak Manggalagita Arief Sulistyatna, S.T., M.H. 
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Gambar 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta 
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Gambar 8. Foto Kegiatan Wawancara dengan Bapak A. Suryo 

Hendratmoko, S.H. tanggal 7 April 2022 

 

Gambar 9. Foto bersama Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. 
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Gambar 10. Scan Lembar Pengesahan Tinta Basah 

 


